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PUTUSAN
Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan
Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam

sengketa antara ;

BRIPDA TIARA HIZZRIANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Kepolisian Republik Indonesia, Tempat Tinggal Di Rt. 009/Rw.
004, Kelurahan Terusan, Kecamatan Maro Sebo llir, Kabupaten

Batanghari, Propinsi Jambi ;

Dalam hal ini di wakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama :

1. ALIMIN LUBIS, S.H.,
2. M. SYAHLAN SAMOSIR, S.H., M.H.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/
Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Keadilan Terpadu yang
beralamat di Jalan LKH. Yoenoes Sanis No. 42, Rt. 03,
Kelurahan Kebun Handil, Kota Jambi, Propinsi Jambi,

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 49/SKK/KHKT/

VII/2017, tanggal 21 Juli 2017 ;

Selanjutnya disebut sebagai ...........cccccceeeirinnis PENGGUGAT;

MELAWAN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAMBI,
berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 45 Kota Jambi,

Propinsi Jambi ;

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada ;
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1.----- AKBP MOHAMAD YUDHA SETYABUDI, S.H., S.l.K.,

NRP. 70040674, Jabatan Kabidkum pada Kepolisian

Daerah (POLDA) Jambi ;
2, AKBP DESRIZAL, S.H., NRP. 70120137, jabatan

Advokat Madya Bidkum pada Kepolisian Daerah (POLDA)

Jambi ;
3.AKBP HERU WIDAYAT DJ, S.H.,M.H., NRP. 73090621,

Jabatan Advokat Madya Bidkum pada Kepolisian Daerah

(POLDA) Jambi ;
4.-MARTINO ROY GINTING, S.H., NIP.19690318 199803 1

002, Pangkat Pembina/Jabatan Advokat Muda Bidkum

pada Kepolisian Daerah (POLDA) Jambi ;
5.HENDRI SITOMPUL, S.H. NIP. 19691112 200212 1 001,
Pangkat Penata Muda Tk. | / Jabatan Advokat Muda
Bidkum pada Kepolisian Daerah (POLDA) Jambi ; ------------
6.BRIPKA DEDY SRIHARDONO, S.H., NRP. 82040728,

Jabatan BA Subbidwabprof Bidpropam pada Kepolisian

Daerah (POLDA) Jambi ;
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai Negeri
Sipil pada Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia
Daerah (POLDA) Jambi, memilih beralamat pada Kantor
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA) Jambi
Jalan Jenderal Sudirman No. 45 Kota Jambi, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/PTUN.JBI/VI11/2017, tanggal 20

Juli 2017 ;

Selanjutnya disebut sebagai ..........cccccceeeeeiiiiinns TERGUGAT;
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Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

--Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi

Nomor : 11/PEN-DIS/2017/PTUN.JBI., tanggal 26 Juli 2017 tentang Lolos

Dismissal Proses ;
--Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi

Nomor : 11/Pen.MH/2017/PTUN.JBI tanggal 26 Juli 2017, tentang

Penunjukan Majelis Hakim ;
------ Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 11/Pen.PP/
2017/PTUN.JBI tanggal 27 Juli 2017, tentang Hari dan Tanggal

Pemeriksaan Persiapan ;

------ Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 11/Pen.HS/
2017/PTUN.JBI tanggal 3 Agustus 2017, tentang Hari dan Tanggal

Persidangan ;

---------------- Telah membaca Bukti-bukti, mendengar keterangan saksi dan

keterangan dari Para Pihak di Persidangan ;

Telah membaca berkas perkara a quo ;

TENTANG DUDUK SENGKETA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 24
Juli 2017, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada
tanggal 25 Juli 2017, dengan Register Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI,
yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 3 Agustus 2017, telah

mengajukan Gugatan yang isinya sebagai berikut ;

A. OBJEK SENGKETA
Adapun yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Kepala Kepolisian

Daerah Jambi Nomor : Kep/159/IV/2017, tanggal 25 April 2017 tentang
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Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian

Negara Republik Indonesia khusus Lampiran atas nama Bripda Tiara
Hizzriani, NRP. 95090231, Jabatan / Kesatuan BA POLRES BATANGHARI

POLDA JAMBI ;

l.-----Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor : Kep/159/1V/2017
Tanggal 25 April 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
(PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonsia khusus

Lampiran atas nama TIARA HIZZRIANI, SH., Nrp 95090231 jabatan

/kesatuan BA POLRES BATANGHARI POLDA JAMBI ; --
yang dapat dikwalifisir sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yaitu:---------

------------------- Berupa Penetapan Tertulis dalam bentuk surat keputusan ;

------------ Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam
kedudukannya sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jambi ; -------------------
-----Berisi Tindakan hukum Pemberhentian Penggugat selaku Anggota
Polisi Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian

Daerah Jambi ;

-------- Bersifat konkrit, Individual, final yaitu nyata-nyata ditujukan kepada
Penggugat dan tidak ada lagi upaya administrasi yang dapat ditempuh

untuk itu ;

- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

yaitu menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik secara materil

maupun secara moril;
Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-
undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ------------------

L. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan
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Bahwa Keputusan Kepala kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/159/IV/2017

tanggal 25 April 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)
dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia diterima oleh Penggugat pada
tanggal 25 April 2017 sementara Penggugat mendaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara pada Jambi tanggal 25 Juli 2017 masih dalam
tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang belum mencapai 90
(sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang
Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang
menentukan : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90
(sembilan puluh) hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya

keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

L. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan: "Pengadilan bertugas dan

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha

Negara”;
2.------ Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 51 Tahun

2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan; "sengketa Tata Usaha
Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara
antara orang atau badan hukum Perdata dengan badan atau pejabat Tata
Usaha Negara baik di Pusat maupun di daerah sebagai akibat
dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa

kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku” ;
3.Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009

tentang Perubahan kedua Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara Peradilan yang menjelaskan : ------------------
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi

tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Pertauran
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perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan
final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan

hukum perdata ;
4.--Bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara mengenai

sengketa Tata Usaha Negara, yaitu pengajuan gugatan terhadap
Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor : Kep/159/IV/2017
tanggal 25 April 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
(PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama
Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Jambi
sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan
Keputusan bersifat konkrit, Individual dan final, sehingga berdasarkan
uraian dari angka 1 sampai angka 3 di atas Perkara yang diajukan oleh
Penggugatadalah masuk ke dalam Kewenangan Pengadilan Tata Usaha

Negara ;

V. Kedudukan Hukum (legal standing) Penggugat

1.-Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor
5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun
2009, menjelaskan: "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa
kepentingan dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat
mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang
berisi Tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu
dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti

rugi dan/atau rehabilitasi” ;

2.------ Bahwa Penggugat diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia sebagai Anggota Polisi Negara Republik Indonesia berdasarkan
Surat Keputusan No. Pol : Skep/926/XI11/2013 tertanggal 24 Desember
2013 dan dengan Keputusan Tergugat Nomor : Kep/159/1V/2017 tanggal

25 April 2017 memberhentikan dengan tidak hormat Penggugat dari Dinas
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Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga dengan demikian
kepentingan Penggugat telah dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha
Negara in cassu objek sengketa, yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Tata
Usaha Negara yaitu Kepolisian Daerah Jambi, sehingga berdasarkan hal-
hal tersebut diatas Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum

(Legal Standing) untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ke

Peradilan Tata Usaha Negara Jambi ;

V. Tentang Duduk Perkara

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai anggota Kepolisian Republik
Indonesia oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan
Surat Keputusan No.Pol: Skep/926/VII/2013 tanggal 24 Desember 2013
sehingga Penggugat telah mengabdi sebagai Anggota Polisi Negara
Republik Indonesia selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun 3 bulan ; ------------
2. Bahwa Penggugat benar memiliki kekasih seorang anggota Polisi
Republik Indonesia yang bernama Andi Syahputra Lubis, SH. sementara

Andi Syahputra Lubis, SH. masih terikat perkawinan yang sah dengan

Nidya Paranita ;
3. Bahwa hubungan asmara antara Penggugat dengan Andi Syahputra
Lubis, SH. diketahui oleh istri sah dari Penggugat (Nidya Paranitha)

sehingga istri sah dari Andi Syahputra Lubis, SH. membuat laporan

pengaduan kepada atasan Penggugat di Polresta Jambi ;
4.Bahwa Penggugat telah diperiksa oleh Bidang Propam Polisi Daerah
Jambi atas pelanggaran Disiplin berupa “Dalam rangka kehidupan
bernegara dan bermasyarakat anggota  kepolisian negara republik
Indonesia wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlku baik
yang berhubungan dengan tugas kedinasan mau pun yang berlaku secara
umum” dan/atau “dilarang melakukan hal-hal yang dapat menurunkan

kehormatan dan martabat negara, pemerintah atau kepolisian negara
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republik Indonesia” sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 3 huruf

(g) dan/atau pasal 5 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

No.2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri ;
5.-Bahwa setelah selesai pemeriksaan secara internal di Bid. Propam Polisi
Daerah Jambi atas sangkaan melanggar pasal 3 Huruf (g) dan/atau pasal
5 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor: 2 Tahun 2002 Tentang Peraturan
Disiplin Polri, Penggugat belum pernah disidangkan atas pelanggaran

disiplin Polri tersebut sampai gugatan ini didaftarkan Kepanitaraan

Pengadilan Tata Usaha Negara ;
6.------ Bahwa dalam waktu menunggu atas hasil pemeriksaan “pelanggaran
disiplin” disidangkan oleh Tergugat, pihak Tergugat bukannya
menyidangkan Penggugat dengan tuduhan Pelanggaran Disiplin Polisi
Republik Indonesia melainkan Tergugat menyidangkan Penggugat
berdasarkan Laporan Polisi: LP/A-05 /11/2017 tanggal 27 Februari 2017
menjadi pelanggaran kode etik Profesi Polisi Republik Indonesia dengan
tuduhan melanggar pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) huruf b
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.1 Tahun 2003 Tentang
Pemberhentian Anggota Polri, Pasal 11 Huruf ¢ dan Pasal 13 ayat (4) huruf
d serta pasal 16 huruf ¢ Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang

Kode Etik Profesi Polri sesuai dengan Surat Persangkaan Pelanggaran

kode etik Nomor : Skn/06/111/2017 Wabprof ;
7.--Bahwa Penggugat tidak pernah menerima Turunan berkas pemeriksaan
pendahuluan pelanggaran Profesi kode etik Polisi Republik Indonesia dari
pihak Tergugat sampai Penggugat disidangkan oleh Komisi Kode Etik Polisi
Republik Indonesia di Polisi Daerah Jambi, yang ada bagi Penggugat

adalah Turunan Pemeriksaan Pendahuluan pelanggaran Disiplin Nomor :

DP3D/02/1/2017 /BIDPROPAM ;
8.-Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor:
Kep/98/111/2017 tanggal 14 Maret 2017 Tentang Pembentukan komisi etik
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Polri untuk menyidangkan Penggugat dengan Persangkaan Pelanggaran
Kode Etik Nomor : Skn/06/111/2017/Wabprof melanggar pasal 13 ayat (1)
dan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No.1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri. Pasal 11 Huruf c
dan Pasal 13 ayat (4) huruf d serta pasal 16 huruf ¢ Peraturan Kapolri No.
14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesiai dan
berdasarkan surat Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor : TUT- 06/11l/
2017/Subbidwabprof, Penuntut telah menuntut Penggugat dalam sidang
komisi kode etik menyatakan Penggugat terbukti melanggar pasal-pasal
yang disangkakan kepada Penggugat dan menjatuhkan sanksi yang

sifatnya bukan administrasi yaitu perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai

perbuatan tercela dan sanksi bersifat adminstrasi berupa :
1--mmmmee Direkomendasasikan dipindah tugas ke wilayah berbeda bersifat

demosi sekurang-kurang 1 ( satu) tahun ;
PARTEEEEEER Direkomendasikan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH)

sebagai anggota Polisi Republik Indonesia ;
Bahwa pada dasarnya, Polri harus menjunjung tinggi kehormatan dan

martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Pasal 3 huruf ¢ Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2003 Tentang
Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia) dan
mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang
berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum

(Pasal 3 huruf g Peraturan Pemerintah 2/2003) ;

9.-------- Bahwa pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau
perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar
peraturan disiplin (Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah 2/2003). Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan
pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman

disiplin (Pasal 7 Peraturan Pemerintah 2/2003) ;
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10.Bahwa tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik

(Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah 2/2003). Tindakan disiplin tersebut
tidak menghapus kewenangan Atasan yang berhak menghukum (“Ankum”)

untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin ;

11— Bahwa hukuman disiplin tersebut berupa (Pasal 9 Peraturan

Pemerintah No. 2 Tahun 2003) :

a. teguran tertulis;
b.----mmeeeee- penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
C. penundaan kenaikan gaji berkala;
d.----m--m- penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
e. mutasi yang bersifat demosi;
f. pembebasan dari jabatan;

g.----- penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu)

hari.
12.----Bahwa untuk pelanggaran disiplin Polri, penjatuhan hukuman disiplin
diputuskan dalam sidang disiplin (lihat Pasal 14 ayat (2) Peraturan
Pemerintah No. 2 Tahun 2003). Tergugat langsung melakukan sidang kode
etik terhadap Penggugat adalah menyalahi prosedur administrasi, karena
perlu diketahui, Sidang Komisi Kode Etik Polri (“Sidang KKEP") adalah
sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik
Profesi Polri yang dilakukan oleh Anggota Polri sebagaimana disebut
dalam Pasal 1 angka 7 Perkapolri 14/2011. Selain itu Sidang KKEP juga
dilakukan terhadap pelanggaran Pasal 13 Peraturan Pemerintah 2/2003 ;---
Pasal 13 Peraturan Pemerintah 2/2003 :
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman
disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan
Statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat

diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas
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Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik

Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

13.---Bahwa atas tuntutan dari Penuntut kepada Penggugat tersebut diatas
maka majelis Kode Etik memberikan putusan agar Penggugat
direkomendasikan untuk di berhentikan secara tidak hormat dari dinas
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atas rekomendasi tersebut
Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor: Kep/159/1V/2017 tanggal

25 April 2017 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas

kepolisian Negara Republik Indonesia ;
14.----------- Bahwa atas putusan Majelis Kode etik yang merekomendasikan
Penggugat untuk diberhentikan secara tidak hormat (PTDH) dari dinas
Polisi Republik Indonesia, Penggugat juga telah mengajukan banding
kepada Tergugat namun putusan banding dari Tergugat tetap menolak
permohonan banding dari Penggugat (menguatkan putusan Komisi Kode
Etik). sehingga dengan demikian tidak ada upaya lain lagi yang dapat
ditempuh oleh Penggugat terkecuali mengajukan gugatan ini kepada

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi ;

15.---Bahwa Putusan Majelis komisi Kode Etik yang dibentuk oleh Tergugat
berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Jambi Nomor : Kep/98/111/2017
tanggal 14 Maret 2017 tentang pembentukan komisi etik polri untuk
menyidangkan Penggugat yang telah merekomendasaikan Penggugat
untuk diberhentikan secara tidak hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian
Negara Republik Indonesia bertentangan dengan pasal 22 Peraturan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011
Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

berbunyi :

(2)---Sanksi Administrasi berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui

sidang KKEP terhadap :
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a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan
ancaman hukuman penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah

diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; ---------------
b.---Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud

dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf | ; ---------
C.------ Sanksi administrasi berupa rekomendaasi PTHD sebagaimana

dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d,
dan huruf f diputus dalam sidang KKEP setelah terlebih dahulu
dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum

sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai berkekuatan

hukum tetap ;
Dengan demikian sanksi administrasi Pemberhentian Dengan Tidak

Hormat (PTDH) terhadap seorang anggota Kepolisian Republik
Indonesia menurut pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d dan
huruf f harus terlebih dahulu dibuktikan pidananya melalui peradilan
umum dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -- -
16.------------ Bahwa menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indoensia yang mengatur pemberhentian
anggota Polisi Republik Indonesia diatur secara eksplisit dalam pasal 30

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia yang berbunyi :
1)- -Anggota Kepolisian Negara Republik Indoensia dapat diberhentikan

dengan hormat dan tidak hormat ;
2)---mmmmm- Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia 58 (lima puluh delapan tahun) dan bagi anggota yang
memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas

kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
3)---Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan

ayat 2 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ; --------------------
17.----Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 1 tahun 2003 tentang

pemberhentian Anggota Polri, ada pemberhentian dengan hormat (PDH)
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diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 10 sedangkan Pemberhentian

Anggota Kepolisian dengan Tidak hormat(PTDH) diatur dalam Bab Il pasal

11 sampai dengan pasal 14, yang pasal 11 nya Peraturan Pemerintah No.

1 Tahun 2003 berbunyi sebagai berikut :

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak

hormat apabila :
a. Melakukan tindak pidana;
b. Melakukan Pelanggaran
c. Meninggalkan tugas atau lain-lain .

Dengan demikian pengaturan pemberhentian Anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia dengan tidak hormat (PTDH) diatur dalam Undang-

undang Nomor: 2 Tahun 2002 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun

2003 ;
18.- Bahwa Tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Kepala Kepolisian
Daerah Jambi Nomor: Kep/159/1V/2017 Tanggal 25 April 2017 tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian
Negara Republik Indonsia khusus Lampiran atas nama Brigadir Tiara
Hizzriani Nrp 95090231 jabatan/kesatuan BA POLRES BATANGHARI
Polda Jambi tidak sesuai dengan azas-azas Pemerintahan yang baik yaitu
bertentangan dengan pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi

Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat
memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi C.q
Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini, agar
berkenan memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan di Pengadilan

Tata Usaha Negara Jambi serta berkenan pula memberikan putusan dengan

amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
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2.----Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah
Jambi Nomor : Kep/159/IV/2017 tanggal 25 April 2017 tentang
Pemberhentian Tidak Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara
Republik Indonesia khusus Lampiran atas nama Bripda TIARA HIZZRIANI

Nrp 95090231 Jabatan/kesatuan BA POLRES BATANGHARI POLDA

JAMBI ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian
Daerah Jambi Nomor : Kep/159/1V/2017 tanggal 25 April 2017 Tentang
Pemberhentian Tidak Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara
Republik Indonesia khusus Lampiran atas nama Bripda TIARA HIZZRIANI

Nrp 95090231 Jabatan/kesatuan BA POLRES BATANGHARI POLDA

JAMBI ;
4.---Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat pada

jabatan semula ;

5.- -Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam

perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak

Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanggal 16 Agustus 2017, yang isinya

sebagai berikut ;
DALAM DUDUK PERKARA:

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa Tergugat menyangkal
segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Surat Gugatannya,

kecuali apa yang secara nyata-nyata dibenarkan oleh Tergugat didalam

Jawaban ini :
Sehubungan dengan gugatan Penggugat TIARA HIZZRIANI dalam
Perkara Tata Usaha Negara dengan Register Perkara Nomor : 11/ G/2017/

PTUN.JBI tertanggal 24 Juli 2017 dengan ini kami selaku Kuasa Hukum
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Tergugat mengajukan jawaban/tanggapan atas gugatan tersebut, yaitu sebagai

berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang

dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya

secara tegas dan terperinci ;
2.------ Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian
gugatan tentang Objek sengketa Penggugat pada Romawi I, maka dalam
hal ini Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ; ------
3.Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian
tentang Tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat pada Romawi |l
maka dalam hal ini Tergugat tidak berkeberatan atas dalil-dalil gugatan

Penggugat tersebut ;

4.Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian
tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Penggugat pada
Romawi Il Point 1, 2, dan 3, maka Tergugat membenarkan dalil-dalil
gugatan Penggugat tersebut dikarenakan dalil-dalil gugatan Penggugat

berkaitan tentang isi dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan benar adanya ;
B.-mem-- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian
gugatan Penggugat pada pada Romawi Il Point 4, maka tidak perlu

Tergugat tanggapi secara panjang lebar dikarenakan pengajuan gugatan

tersebut merupakan hak Penggugat itu sendiri ;
6.Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian
tentang Kedudukan Hukum (legal standing) gugatan Penggugat pada huruf
IV Romawi angka 1, Tergugat tidak merasa berkeratan dikarenakan dalil-
dalil gugatan tersebut sesuai dengan fakta hukum dan benar adanya ; -------
7.Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian
tentang Kedudukan Hukum (legal standing) gugatan Penggugat pada
Romawi VI Point 2, maka perlu Tergugat tanggapi bahwa kerugian yang
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ditimbulkan akibat diberhentikannya dengan tidak hormat Penggugat dari

Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan  Surat
Keputusan Kapolda Jambi Nomor : Kep/159/1V/2017 tertanggal 25 April
2017 tersebut pada dasarnya bukan kehendak dari Tergugat, tetapi
kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut adalah sebagai akibat atau
resiko yang harus ditanggung akibat ulah perbuatan Penggugat itu sendiri
yang terbukti telah melakukan pelanggaran sebagaimana telah diatur
dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang
Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta telah
terbukti melanggar ketentuan Pasal 11 huruf ¢, Pasal 13 ayat (4) huruf d,
dan Pasal 16 hurup ¢ Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Kode Etik

Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

8.Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian
Tentang Duduk Perkara dalam gugatan Penggugat pada Romawi V Point
1, 2 dan 3, maka perlu Tergugat tanggapi bahwa Penggugat pada
kenyataannya belumlah lama mengabdi sebagai anggota Kepolisian
Republik Indonesia namun telah melakukan kesalahan yang bersifat
mencoreng nama baik lembaga kepolisian R.l. Bahwa berdasarkan data-
data dan keterangan yang telah dikumpulkan oleh pihak Tergugat diketahui
bahwa Penggugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan
seorang anggota Polri lainnya yang bernama Andi Syahputra Lubis, S.H.
dan mengakibatkan Penggugat hamil, padahal antara Penggugat dengan
Andi Syahputra Lubis, S.H. tersebut tidak terikat dalam tali perkawinan
yang sah dan juga pada kenyataannya Andi Syahputra Lubis, S.H. telah
memiliki isteri yang sah atau masih terikat dalam perkawinan. Hal ini
tentunya bertentangan dengan etika kepribadian yang seharusnya dimiliki
dan dijaga oleh Penggugat sebagai anggota Polri sebagaimana termuat
dalam ketentuan Pasal 5 hurup d Peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun

Halaman 16 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia,

yang menyebutkan :

"Pengaturan Kode Etik Profesi POLRI (KEPP) sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf d meliputi :

Etika Kepribadian memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam

hubungan :
1. kehidupan beragama;
2. kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum; dan
3. sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara.”

Bahwa perbuatan Penggugat tersebut jelas-jelas melanggar kode etk
tersebut di atas terutama melanggar norma agama dan sopan santun
dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

9.Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian
Tentang Duduk Perkara dalam gugatan Penggugat pada Romawi V Point
4, 5 dan 6, maka perlu Tergugat tanggapi bahwa benar Penggugat pada
awalnya pernah diperiksa oleh Bidang Propam Polda Jambi atas dugaan
pelanggaran disiplin, namun dikarenakan dari hasil pemeriksaan Disiplin
tersebut yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang ada serta ditambah
dengan hasil rumusan gelar perkara yang dilakukan oleh pihak Tergugat
diperoleh kesimpulan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Terduga
Pelanggar (Penggugat) bersifat serius dan tidak hanya menyangkut
kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia tetapi juga menyangkut pelanggaran terhadap Norma
Hukum, norma Agama dan Norma Kesusilaan, sehingga proses
pemeriksaan terhadap tergugat terus dilanjutkan yang semula didasarkan
pada pelanggar Disiplin selanjutnya dirubah menjadi Terduga Pelanggar

Kode Etik Profesi Polri ;
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10.Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian

Tentang Duduk Perkara dalam gugatan Penggugat pada Romawi V Point 7
dan 8, maka perlu Tergugat tanggapi bahwa benar pada tanggal 27
Pebruari 2017 pihak Tergugat ada menerima Laporan Polisi sesuai dengan
Laporan Polisi Nomor : LP/A.05/11/2017 tanggal 27 Pebruari 2017. Bahwa
atas adanya Laporan Polisi Nomor : LP/A.05/11/2017 tanggal 27 Pebruari
2017, maka pihak Tergugat telah melakukan serangkaian tindakan hukum
termasuk di dalamnya memeriksa saksi-saksi serta mengumpulkan alat-alat
bukti atas adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat
sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A.05/11/2017 dan pada akhirnya

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a.----mmmmeee- Bahwa Andi Syahputra Lubis, S.H. (anggota Polri) dan Nidia
Paranitha adalah pasangan suami isteri sah yang dikuatkan dengan
bukti berupa Kutipan Akta Nikah nomor : 055/05/11/2009 tanggal 6
Pebruari 2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Kota pinang Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara ; -------
b.---Bahwa pada sekitar bulan Mei 2006 hingga bulan September 2016,
Penggugat (Anggota Polri// Jabatan / Kesatuan BA POLRES
BATANGHARI POLDA JAMBI) dan Andi Syahputra Lubis, S.H. (yang
juga anggota Polri/ jabatan/ kesatuan BA YANMA Polda Jambi) ada
menjalin hubungan percintaan dan ada lebih dari satu kali melakukan
hubungan badan layaknya pasangan suami isteri padahal diketahui
antara Penggugat dengan Andi Syahputra Lubis, S.H. tersebut tidak
terikat dalam perkawinan yang sah dan selain itu diketahui bahwa Andi
Syahputra Lubis, S.H. masih terikat perkawinan dengan Nidya

Paranitha ;

c.--Bahwa akibat adanya hubungan sex layaknya pasangan suami isteri
antara Penggugat dengan Andi Syahputra Lubis, S.H. berakibat

Penggugat hamil ;
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